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KATA PENGANTAR

i

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Migjatah
Sriwijaya Yolume 36, No. 2 Agustus 2003 dapat diterbitkan dan sesuai dengan pembagian
bidang ilmu disetiap terbitan. Penerbitan kali ini berisikan tulisan untuk bidang Humoniora
dan Sosial. Pada Nomor ini dapat‘dibaca tujuh tulisan yang berhubungan dengan

Humoniora dan Sosial {

Sebagai majalah ilmiah serial, maka penerbitan ini sangat tergantung pada kezedizzr
artikel hasil penelitian pada setiap bidang, oleh karenanya kami mengajak para ilmuwan yaig
telah melakukan penelitian untuk mempubiikasikan hasil penelitiannya dalam Majalah Sriwijaya
ini. Kami percaya bahwa melalui majalah ini, para ilmuwan dapat memberikan sumbangan

bagi dunia ilmu pengetahuan melalui temuan-temuannya.

Semoga Majalah Sriwijaya terbitan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya dapat
terus berkembang dalam menyajikan perkembangan iimu pengetahuan yang diperoleh baik
melalui hasil penelitian maupun kajian analisis teoritis.
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PERLINDUNGAN HAK ANAK
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
4

Oleh : Azhar "
Abstract

This article focused on the protection of child’s rights in Sociological of Law Perspective,

Since the Act Number 3, 1997 about Child’s Court takes into forced, causes some obstacles’
between the purpose to be achieved with the protection of child’s rights in crimans! justice
system in Indonesia. In this article, first of all, we look into the background of why it is really
needed to protect the children who involved in criminal cases. Moreover, we search the

criminal justice system in Indonesia. Furthermore, we continue to discuss about the protection
of child’s rights in the stage of investigation (pra ajudication. The main focus of this article i=

the discussion on the protection of children from Sociological of Law Perspective. Finally, we

will talk about what is the best crimninal justice system for the children in the future.

Key word: Protection, Child’s rights

Abstrak

Artikel ini menfokuskan pada kajian perlindungan hak anak dalam Perspektif Sosiclogi
Hukum. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak, sering menimbulkan benturan antara tujuan yang ingin dicapai dengan perlindungan
hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Dalam artikel ini kita mula-mula
membahas latar belakang kenapa perlunya perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat
dalam kasus tindak pidana. Kemudian kita akan menelusuri seluk beluk sistem peradilan
pidana berdasarkan hukum positip di Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada pelindungan hak
anak dalam tahap penyidikan (pra-ajudikasi). Fokus kita membahas penegakan hukum
perlindungan anak dari Perspektif Sosiologi Hukum. Terakhir kita akan sampai pada
bagaimana sebaiknya sistem peradilan pidana terhadap anak dimasa yang akan datang.

Kata Kunci ¢ Rerlindungan, Hak Anal,

VOLLD dan LLM (Graduate School of Law Hokkaido Univ, Jepang), M.Sc (VSU, USA), SH (FH Unsti). Staf
Pengjar pada Fakultas Hukum dan Program Studi lmu Hukui Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
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Pendahuluan

Perlindungan terhadap hak anak
merupakan sesuatu yang sangat menarik
n iidak

Akan ada henti-hentinya, karena anak
merupakan sesuatu yang sangat berharga
dimasyarakat manapun dan mempunyai
peranan penting sebagai generasi penerus
vaugsa, sebenarnya perlindungah anak
sudah terlambat, seharusnya dimulai sedini
nagkin. Kesadaran akan perlindungan
saik anak baru diwujudkan secara legal
detigan  diundangkannya Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak yang mengatur secara integratif
mengenai Hukum Pidana Materiel, dan
Hukum Pidana Formil.

Pada kenyataannya tindak pidana
yang dilakukan oleh anak telah ada sejak
dahily terjadi dan semakin meningkat. Hal
.ai dapat dilihat pelaku tindak pidana yang
Jdilak ukan anak jumlahnya yang meningkat
dati hari ke hari. Untuk itu, masalah ini
mengnadang rasa keprihatinan kita kenapa
baru sckarang menjadi perhatian dan
dilindungi, karena anak merupakan asset
bangsa yang akan mengambil alih estafet
perjuangan dan pembangunan di masa
yang akan datang,

Sistem Peradilan Pidana
merupakan salah satu cara dan
menjadi perangkat hukum yang ampuli
saat at untuk  digunakan  daiam
nenaiggulangi berbagai bentuk
kriminalitas. Dalam bekerjanya Sistem
Peradilan Pidana langkah pertama adalah
bekegjanya sub sistem kepolisian yang
melakukan tindakan penyelidikan.

Setelab  tindakan  penyelidikan
diteruskan  dengan  tindakan  penyidikan
olen penyidik dala kasus tindak pidana
yang  ditakukan  oleh  anak, maka

22
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penanganannya berbeda dengan tindak
pidana yang dilakukan oleh orang dewasa,
karena anak sebagai orang yang belum
dewasa mempunyai ciri dan sifat yang
khusus, karena pada hakekatnya anak tidak
dapat melindungi dirinya sendiri terhadap
berbagai macam ancaman baik mental,
fisik dan sosial. Begitupun dalam berbagai

bidang kehidupan dan penghidupannya,-

anak harus dibantu oleh orang lain dalam
melindungi dirinya.

Bila dilihat sifat kekhususan anak
dengan Sistem Peradilan yang berlaku,
dapat menimbulkan benturan-benturan
yang terjadi di dalam pelaksanaan Criminal
Justice Process’.

Untuk itulah, tulisan ini mencoba
menganalisa beberapa hal antara lain:
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia:
Perlindungan hak anak dalam proses
peradilan pidana pada tahap penyidikan
(pra-ajudikasi); Perlindungan hak anak
dalam  perspektif Sosiologi Hukum;
Bagaimana perlindungan hak anak dalam
Sistem Peradilan Pidana di masa yang akan
datang. - =

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem  Peradilan Pidana  yang
berlaku di Indonesia yaitu Sistem Peradilan
Pidana tidak terpadu (Non Integrated
Criminal Justice System)®. Kalau kita
bicara terpadu berarti terdapat kesamaan
persepsi terhadap tujuan hukum acara
pidana, dengan keterpaduan ini diharapkan
adanya persepsi yang sama tentang
kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Tetapi, di Indonesia tidak demikian halnya, *

babkan justru sebaliknya. Masing-masing

’1 Ramli Atmasasmita, 1983

* Hasil Seminar Internasional mengenai Integrated
Criminal Justice Systern, tanggal 18-20 Desember
2002.
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instansi  yang terlibat dalam Sistem
Peradilan Pidana mempunyai persepsi/ visi,
misi dan tujuan yang berbeda-beda sestai
dengan  kepentingan  masing-masing
instansi dan individu yang memimpin
instansi tersebut’.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia
setelah berlakunya KUHAP mempunyai
empat komponen (empat sub sistem) yaitu
sub  sistem  Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam bekerjanya Sistem Peradilan
Pidana diwamai dengan bekerjanya
masing-masing unsur dengan kapasitasnya
masing-masing dalam menangani tindak
kriminal yang terjadi, bekerjanya Sistem
Peradilan Pidana biasanya dimulai dengan
informasi/ laporan tentang adanya dugaan
akan, sedang atau telah terjadinya tindak
pidana.

Tahapan awal vang dilakukan oleh
sub sistem Sistem Peradilan Pidana
adalah melakukan penyelidikan, jika hasil
penyelidikan memberikan adanya dugaan
keras tentang adanya tindak pidana
kemudian diteruskan dengan penyidikan
oleh penyidik (dalamhal ini oleh Polisi).
Penyelidikan maupun penyidikan
didalamnya terdapat berbagai rangkaian
kegiatan yang masing-masing harus
dibuatkan berita acaranya, seperti: berita
acara, pengaduan, berita acara keterangan
saksi/korban/pelaku, berita acara
penangkapan, berita acara penahanan,
berita acara penggeledahan/penyitaan dan
lain sebagainya, setelah membuat berita
acaranya, kemudian dimasukkan dalam
suatu  berkas  dan  dikirimkan  kepada
penuniut umurn, dengan tidak perlu disertai
barang bukii atau tersangkanya.

? Hasil Seminar Internasional mengenai Infegrated
Criminal Justice System, tanggal 18-20 Desember
2002
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Dengan berakhirnya kerja sub sister
kepolisian  menunjukkan awal  akay
dimulainya bekerja sub sistem Kejaksaan.
Sebelum melakukan penuntutan
kepengadilan, penuntut umum sebagai
organ dari sub sistem kejaksaan yang
mendapat tugas menangani berkas perkara
pidana, terlebih dahulu melakukarn
pemeriksaan terhadap berkas perkara, yaig
kemudian melakukan pra penuntutan jika
ternyata ada kekurangan pada penyidikar;
dengan memberi petunjuk dalam rangks
penyempurnaan penyidikan dari penyidik
(pasal 14 b KUHAP).

Tahapan berikutnya baru mulai
bekerjanya kejaksaan melalui organnya
penuntut umum setelah pra penuntutan
dianggap selesai dan berkas perkara
dinyatakan telah lengkap, penuntut umug;:
kemudian membuat surat dakwaan
yang bahan-bahannya dari berkas
yang dilimpahkan oleh penyidik untuk
kemudian dilanjutkan dengan melakukan
penuntutan.  Bekerjanya sub  sistem
pengadilan diawali dengan menerima
pelimpahan perkara dari penuntut umum
kemudian dilanjutkan dengan memeriksa
dan diakhiri dengan memutus perkara
pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan
tidak memihak menurut cara yang telah
diatur oleh Undang-Undang, dengan telah
dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa
berarti bekerjanya Sistem Peradilan Pidana
diteruskan oleh sub sistem lembaga
pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir
dari keselurnhan sub Sistem Peradilan
Pidana.

Di dalam suatu rangkaian sistem
disyaratkan adanya Kkerjasama diantarz
subsistern iersebut untuk mencapai tujuan
penegakan  hukum. Dalam KUHAP
masing-masing  sub  sistem peradilan
bekerja untuk mencapal tujuan didalam
subsisternya. Keseluruhan dan

23
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keterpaduan bekerjanya seluruh sistem ini
adalah untuk mencapai pula dengan
adanya koordinasi dan kerjasama
asing-masing  lembaga (Polisi, Jaksa,
Liakim, Pengacara dan Petugas Lembaga
Pemasyarakatan) dalam rangka
penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana.

A, Perlindungan Hak Anak Dalam Proses
Peradilan Pidana Pada Tahap
Penyidikan (pra-ajudikasi)

Perlindungan hukum terhadap anak
schagai pelaku tindak pidana jika dilihat
dalam proses peradilan pidana khususnya
dari tahapan penyelidikan dan penyidikan

yang dilakukan oleh polisi. :
Berdasarkan KUHAP penyidikan
ierupakan serangkaian tindakan

renyelidikan untuk  mencari  dan
mencmukan suatu peristiwa yang diduga
wioont tindak pidana guna menentukan
Uaput atdu tidaknya dilakukan penyidikan
lenigan cara yang diatur dalam Undang-
undang ini. Penyidikan dapat segera
‘lakukan apabila tefadi tindak pidana
dalam bentuk-bentuk : tertangkap tangan,
pengaduan dan laporan®,

Langkah yang dapat dilakukan
scorang  penyidik adalah: penangkapan,
penahanan, mengadakan pemeriksaan di
temapat kejadian, melakukan penggeleda-
ian, pemeriksaan tersangka dan introgasi,
membuat Berita Acara Pemeriksaan
(BAP), penyitaan, peyimpangan perkara,
melimpahkan perkara, '

Dapat disimpulkan secara garis besar
tugas penyidik ierdiri dari :  fugas
menjalankan operasi lapangan dan tugas
administrasi hukum.

Langkah penyidikan tindak pidana
anai berdasarkan Undang-undang Nomor
Canun 1997, vaitu

"Pasal 4 dan 5 KUDAP

A4
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1. Penangkapan
Wewenang  penangkapan  dan
penahanan  terhadap anak  menurut

ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1997 bahwa penangkapan harus
memperhatikan  asas  praduga  tidak
bersalah. Asas praduga tidak bersalah
merupakan asas utama perlindungan hak
warga negara melalui proses hukum g'ang
adil yang sekurang-kurangnya meliputi’:

a. Perlindungan terhadap - tindakan
sewenang-wenang dari pejabat yang
berwenang / negara.

b.Pengadilan yang berhak menentukan
salah tidaknya terdakwa.

c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka
(tidak boleh bersifat rahasia).

d. Tersangka / terdakwa harus diberi
jaminan untuk dapat membela diri

sepenuhnya.

Dalam proses penangkapan yang

dilakukan kepolisian sebagai penyidik dan

kejaksaan sebagai penuntut umum dalam
penggunaan upaya paksa timbul beberapa
masalah kalau kita lihat ketentuan Pasal 16,
17, 18 dan 19 *KUHAP. Diantaranya
menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

i) Wewenang Penangkapan Untuk dapat
menangkap seorang yang diduga telah
melakukan tindak pidana di persyaratkan
harus ada bukti permulaan (pendahuluan)
yang cukup untuk menduga orang
tersebut pelaku kejahatan. Jangka waktu
hanya terbatas satu hari.

ii) Perintah penangkapan dilakukan tethadap
seorang yang diduga melakukan tindak .
pidana berdasarkan bukti permulaan
yang cukup. Jangka waktunya terbatas
satu hari. :

t Mardjono Rekso Diputro, 1994
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Bentuk dasar penangkapan dalam
KUHAP yang demikian ini diperuntukkan
bagi semua subjek hukum yang dipandang
telah mampu untuk mempertanggung
jawabkan perbuatan hukum, persoalan baru
akan muncul yaitu bentuk penangkapan
terhadap anak atau orang yang belum
dewasa, perilaku penangkapan terhadap
anak akan menimbulkan hak-hak, anak
yang dilindungi oleh hukum sebagai akibat
dari belum dewasa dengan pertimbangan
sebagai upaya untuk membatasi tindakan
upaya paksa ditentukan sebagai faktor
pertimbangan di karenakan, pernyataan

hukum telah melindungi status anak atau

orang yang belum dewasa sebagai unsur
Ex-Officio dari penyidik dan penuntut
umum.

Ketentuan Pasal 5 UU No. 3 tahun
1997 menentukan sebagai berikut :

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8
(delapan) tahun melakukan atau diduga
melakukan tindak pidana, maka terhadap
anak  tersebut  dapat  dilakukan
pemeriksaan oleh penyidik.

2. Apabila menurut hasil pemeriksaan,
penyidik  berpendapat bahwa anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
masih dapat dibina oleh orang tua, wali
atau orang tua asuhnya penyidik
menyerahkan kembali anak tersebus
kepada orang tua, wali atan orang tua
asuhnya,

3. Apabila  menurut  hasil pemeriksaan,
penyidik  berpendapai  bahwa  anak
sebagaimana dimaksud dalam ayai (1)
tidak dapat dibina lagi oleh orang tua,
wali, orang tua asuhnya, penyidik
menyerahkan  anal  iersebui  kepada

Departermen Sosial seielah mendengar

pertimbangan  dari  pembimbing ke

masyarakat.

ISSN 01264060

Ketentuan Pasal 5§ UU No. 3 tahun
1997 tentang Pengadilan Anak menusnjulc
kan bahwa proses yang menyangkut
dengan tugas dan tanggung jawab penyidik
adalah sebagaimana yang ditetapkan olch
KUHAP, yaitu menerapkan  asas
kekeluargaan wewenang penyidik terhadap
Pasal 5 UU No. 3 tahun 1997 dapat
diterapkan terhadap anak yang berusia ¢:
bawah 8 (delapan) tahun dan tidak berlakn
terhadap anak yang berusia diatas 8
(delapan) tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut
diatas kedudukan anak dalam proses
pemeriksaan  penyidikan terdapat
nuansa yang menimbulkan hak-hak
anak secara khusus, hak-hak ini
dimaksudkan untuk mengesampingkan
upaya paksa dan tindakan paksa dari proscs
pemeriksaan, hak-hak tersebut antara lain:
1. Terhadap  keluarga anak  sehagri

tersangka untuk wajib diberitat-uke
terlebih  dahulu  baik melalui  susat
maupun  lisan  sebelum  proses
penangkapan di lakukan.

2.Penangkapan terhadap anak tidak
dibolehkan dengan menggunakan alat
atau senjata sebagai upaya paksa atau
wewenang paksa.

3. Tersangka anak harus segera mendapat
bantuan hukum secara wajib dan cuma-
cuma (dalam penangkapan penyidik dan
penuntut umum harus mengikut sertakan
seorang pengacara yang kelak akan
menjadi  penasehai  hukum  anak
fersebut).

4. Tersangka anal ataw orang yang belum

dewasa harus segera mendapat proses

pemeriksaan (waktu penahanan yang
singkat).

- Tersangka anak atau orang yang belum

dewasa harns segera mendapat proses
pemeriksaan (waktu penahanan yang
singkat).
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Hak untuk mendapat fasilitas dalam
penangkapan seperti cara penangkapan dan
tempat penahanan. Penangkapan terhadap
annk sebagai tersangka wajib diberitahukan
terlebth dahulu melalui surat atau lisan
sebelum proses pengkapan dilakukan,
tetapi pada kenyataannya anak yang
melakukan  tindak  pidana  biasanya
langsung ditangkap, selain itu, dalam
penangkapan tidak  dianjurkan’ untuk
menggunakan alat yang terkategori
pelumpuhan atau alat pemaksa seperti
senjata api atau teknologi militer lainnya. -

Kenyataan yang ditemui di wilayah
Palembang, anak yang ditangkap karena
inclakukan tindak pidana, tidak disidik oleh
penyidik anak, karena di Poltabes
Palembang belum mempunyai penyidik
anak. Anak yang melakukan tindak pidana
li'dik oleh penyidik pembantu sesuai
'er ~an tindak pidana yang dilakukakannya
ciyon menggunakan pola yang sama
'sugan  pemeriksaan . terhadap orang
dewasa, hal ini jelas berseberangan dengan
UJan'ang- Undang Pengadilan Anak,
dalam pemeriksaan anak harus berlangsung
dalam nuansa kekeluargaan dan tanpa
tekanan atau paksaan®. Untuk mendapat-

kan penasehat hukum yang dapat -

dengan  sukarela dan  tanpa bayaran,
mendampingi tersangka anak hal itu sangat
uhit dilakukan.

Wenurut Darwin  Prinst (1997)
“Hotiap anak sejak ditangkap atau ditahan
ornak” mendapat bantuan hukum dari
seorang atau lebih penasehat hukum pada
setiap tingkat pemeriksaan”.

Tetapt ketentvan  Undang-Undang
Pengadilan Anak tidak mengatur tentang
icrsangka  anak  yang  tidak  mampu
membayar  biaya  untuk didampingi

~Hlasil wawancara dengan Emong Komaria
Saparjaya, penyidik di Poltabes Palembang,
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penasehat hukum, sebagai solusi menuruf
hemat penulis ketentuan KUHAP Pasal 56
ayat 1 dapat diterapkan.

2. Penahanan

Di dalam ketentuan Pasal 44
Undang-Undang Pengadilan Anak
mengatur tentang penahanan terhadap anak
yang melakukan tindak pidana memiliki
klasifikasi yang khusus yang dapat
diuraikan sebagai berikut;
1)Penahanan terhadap anak yang melaku-

kan tindak pidana harus diletakkan
ditempat khusus dilingkungan Rumah
Tahanan Negara (RUTAN) atau Cabang
Rutan atau tempat lain yang disediakan
untuk itu.

Dant  temuan dilapangan, di
Poltabes Palembang dan Polisi Sektor
Kota di Palembang sampai saat ini
belum memiliki ruang tahanan tersendiri
yang diperuntukkan tersangka anak.

Menurut  Komariah Emong
Saparjaya, 1997: “Anak yang ditahan,
jelas terpisah dari Jingkungan keluarga
dan teman- -tematifiya, ia mengalami
hal yang sangat 'tidak membahagiakan,
karena berada dalam keadaan dimana ia
tidak memperoleh pengakuan tertentu
dan adanya dugaan kuat melakukan
suatu tindak pidana, hal ini membawa
anak ke dalam sesuatu yang berbahaya,
apalagi tempat penahanannya berada
dalam lingkungan orang dewasa tanpa
memperoleh pembinaan khusus”.

Selanjutnya  masih  menurui
Komariah E.S., Rumah tahanan anak
bukan hanya sebagai rumah tempai®
penahanan anak yang terpisah  dari
tempat penahanan bagi orang dewasa,
tetapi  juga tidak bernuansa
menyeramkan dengan terali sekat besi,
pagar kawat berduri, tembok tinggi dan
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tebal dan juga rumah tahanan harus
selalu terbuka untuk kunjungan keluarga.

2. Di rumah tahanan, anak harus mendapat
pembinaan  dan pengarahan serta
bimbingan dann  petugas  yang
profesional, anak harus diberi kesibukan
yang bermanfaat, karena rumah tahanan
diharapkan bukanlah tempat ; untuk
memperoleh  pengalaman baru yang
negatif, tetapi untuk menunjukkan
bahwa perbuatannya adalah kekeliruan
yang dapat diperbaiki.

Selain itu pada waktu penahanan
terhadap anak adalah 20 hari dengan
perpanjangan penahanan 10 hari, sehingga
dalam jangka waktu 30 hari penyidik harus
sudah melimpahkan perkara anak ke
penuntut umum, jangka 30 hari meuurut
penyidik dirasakan sangat sempit, sehingga
penyidik bekerja secara ekstra cepat denga
hasil yang diharapkan akurat, karena
apabila jangka waktu 30 hari terlampaui
dan pemeriksaan belum selesai, maka
tersangka anak harus dikeluarkan dari
tahanan demi hukum.

B, Perlindungan Hak Anak Dalam
Perspektif Sosiologi Hukum

Di dalam persepektif  Sosiologi
Hukum ada beberapa faktor yang
mempengaruhi  berlakunya hukum atau
penegakan hukum’, yaitu : Faktor Hukum /
Perundang-undangan,  Faktor Penegak
Hukum / Aparat; Faktor Fasilitas / Sarana;
YFaktor Masyarakat; Fakior Budaya; Fakior
Ekonomi.

semua faktor diatas saling berkaitan,
mempengaruhi dan merupakan esensi daxi

E Soerjono Soekanto, 1983, mengemukakan ada 5
(lima) unsur yang mempengaruhi penegakan hukuin
ditambah dalam kuliah Azhar, mata kuliah
Lingkungan Hidup, 2002 semester Ganjil
menambahkan satu lagi unsur yaitu unsur ekonomi.
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penegakan hukum dan merupakan tolak
ukur dari pada efektif atau tidakiya
penegakan hukum.

1. Faktor Hukum/Perundang- Undangan

Dalam hal ini dapat dilihat dari tiga
hal yang pertama apakah peraturan
perundang-undangan  yang  mengatar
tentang pengadilan anak sudah sesuai
dengan peraturan yang berlaku, sudah
sesuai dengan aturan yang lebih tinggi,
maupun yang sederajat, dalam hal ini
undang-undang vang terkait maupun
adanya peraturan pelaksana atau disetut
unsur yuridis.

Karena polisi dalam melaksanakuii
penanggulangan  tindak pidana yang
dilakukan  anak, Dberpedoman  pada
Peraturan Perundang-Undangan yang ada
yaitu Undang-undang Nomor 3 '[shun
tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1997 tentang Keplisiaz
Negara RI dan Undang-“Jndang Nomor 8
Tahun 1981 tentang KUHAP. Secara
yuridis dapat dikatakan undang-undang
tentang pegadilan anik tidak ada masalah.

Kedua, apakah sudah sesuai dengan
cara pandang masyarakat setempat dalam
hal ini bangsa Indonesia atan disebus
dengan unsur Filosofis. Secara Filosofis,
masyarakat Indonesia melihat bahwa
perlindungan terhadap hak anak adalah
sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ketiga.
apakah sudah diterima oleh masyarakst
Indonesia atau disebui unsu sosiologis.
Barangkali, salah satiu kelemahan dari si
pembuat undang-undang baik pemerintah
maupun  lembaga  legislatife  belumn
berusaba semaksimal mungkin mensosis
lisakan undang-undang ini. Sehingga bailk
yang melaksanakan undang-undang ini
dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
(Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga
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Pemasyarakatan) belum memahami dan
melaksanaka apa yang ingin dicapai oleh
undang-undang ini apalagi masydrakat
paca umumnya. Dimata pemerintah dan
lembaga legislative maupun masyarakat
mayoritas beranggapan bahwa setelah
suatu peraturan disyahkan maka dengan
sendiringa akan berjalan seperti yang
dinarapkan. Padahal pandangan; tersebut
sangat keliru, karena dengan disyahkannya
suatu  peraturan  perundang-undangan
merupakan langkah awal untuk di
tegakkan.

Dengan  tingkat pidana  yang
dilakukan anak cukup tinggi maka
sckarang dirasakan bahwa instrumen
hukum yang menjadi dasar untuk
mengadili anak selain dari Undang-undang
Ziperiukan juga peraturan khusus berupa
ocraturan pelaksana dari Undang u-ndang
Nomor. 3 Tahun 1997,

2. takior Penegak Hukum/Aparat

Dalam penegakan hukum salah satu
kunci keberhasilan adalah mentalitas atau
kepribadian penegak hukum®, Disamping
keahlian dan ilmu yang dimiliki oleh
nenegak hukum itu sendiri. Karena tanpa
peningkatan keahlian khusus bagi penegak
hukum, adalah hal yang sulit untuk
elakukan peyelidikan maupun penyidikan
<opada anak oleh aparat penegak hukum,
dalam hal ini polisi.

Fukum = sering  diartikan  sebagai
lingkah laku nyata petugas atau penegak
hukum, wewenang ini sering manimbulkan
persoalan, karena sikap dan perlakuan yang
dipandang melampaui wewenang atau
perbuatan  lainnya  yang  dianggap
melunturkan citra dan wibawa polisi.

" JE. Sahetapy, 1992.
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Sebagai contoh :

Dalam penyidikan perkara anak, polisi
dibatasi waktu yang relatif singkat yaitu 20
hari dengan perpanjangan 10 hari, maka

seringkali penyidik dalam melakukan

upaya pengakuan atau yang disebut dengan
“queen of proof” dari anak sering
dilakukan dengan kekerasan’, hal ini
bertentangan dengan Pasal 42 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa
pemeriksaan tersangka dalam suasana
kekeluargaan, penyidik tidak memakai
seragam atau pakaian dinas dan melakukan
pendekatan secara efektif, afektif dan
simpatik. Disamping itu, upaya yang
dilakukan polisi tersebut sudah ketinggalan
zaman beberapa abad yang lalu. Hal ini
dilakukan para penyidik di negara-negara
Eropa Kontinental pada abad 15 dan 16
yang lalu, dan tidak digunakan lagi.

Disisi lain saat ini kualitas aparat sudah
harus ditingkatkan dan sudah saatnya polisi
diberi pendidikan non formal seperti
kursus-kursus dan pengetahuan praktis
mengenai ilmu jiwa anak.

3. Faktor Sarana / Fasilitas

Fasilitas pendukung sebagai sarana
dalam upaya menjalankan tuga polisi
dalam penyidikan anak antara lain; Tidak
adanya tempat pemeriksaan khusus bagi
anak yang terpisah dan tersendiri dari
pemeriksaan orang dewasa. Sekarang ini
pada kenyataannya menjadi satu dengan
ruang pemeriksaan pelaku tindak pidana
dewasa.

Di dalam Undang-undang Nomor 3
Tahun 1997 banyak hal-hal yang harus,
dilengkapi dan harus ada dalam setiap
penyidikan anak seperti;  harus ada
penyidik anak, ruang tahanan yang khusus

? Trevino. A Javier. The Sociology of Law. 1996,
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dan metode penyidikan yang berbeda

dengan orang dewasa.
L]

Ruang tahanan anak yang terpisah
_dari ruang tahanan orang dewasa diatur
dalam pasal 45 ayat 3 Undang — Undang
Nomor 3 Tahun 1997).

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran  hukum masyalrakat
bukanlah sesuatu yang jatuh dan tumbuh
begitu saja dari langit. Kesadaran hukum
masyarakat baru akan tumbuh bilamana
disosialisasikan, diajarkan dipahami, dan
dibericontoh oleh orangtua para pendidik,
pejabat maupun aparat yang merupakan
panutan bagi anak Indonesia.

Untuk itulah sebaiknya sejak dini
hal-hal yang baik harus diajarkan kepada
generasi muda bahkan sebelum mereka
memasuki lembaga pendidikan formal.
Kalau saja sejak kecil/balita anak-anak
dilatih oleh orangtuanya dan
lingkungannya (guru, teman dan tetangga)
untuk tidak berkata bohong. Disamping itu
harus dicontohkan pula oleh orangtuanya
dalam kehidupan sehari-hari, maka anak
tersebut terbiasa untuk tidak berkata
bohong. Begitu juga bilamana anak-anak
sejak  balita diajarkan untuk tidak
mengambil barang orang lain  atau
dicontohkan oleh orangtuanya bahwa anak
tidak boleh menikmati sesuatu tanpa hasil
jerih payahnya. Sudah barang tentu anak
tersebui akan itumbuh dan berkembang
dengan prinsip tidak akan mengambil atau
menikmati sesuatu bukan miliknya sendiri,
Begitu juga terhadap tindak pidana lainnya.
Apabila i ierjadi dan terbentuk dalam
ruang lingkup luas yang disebut dengan
masyarakat yang tidak bohong, tidak
inengambil barang orang lain dan tidak
melakukan tindak pidana lainnya, sehingga
apabila terjadi peristiwa pidana maka akan
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dianggap sesuatu yang bertentangan
dengan norma-norma yang ada dalam dix
anggota masyarakat.

Untuk mengatur dan memenuhi
kepentingan hidup dan untuk menghindar:
sengketa manusia menciptakan aturan yang
dibentuk  sendiri dan  diberlakukan
dikalangan mereka sendiri. Sehingga dalam
mencapai  kehidupan  bermasyarakat
diperlukan adanya kesadaran hukum dari
masyarakat. Disamping itu, pandangan
masyarakat terhadap anak itu sangat
mempengaruhi terhadap penegakan hukum
itu sendiri.  Apabila masyarakat melihat
bahwa anak adalah merupakan asset,
sebagai generasi penerus bangsa, maka
perlakuan terhadap anak-anak akan sangat
hati-hati, karena pada prinsipnya manusia
itu tidak ada yang sempurna dan tidak
mempunyai cacat. Dalam hal ini terhadap
anak-anak yang terlibat tindak pidana.
Dengan demikian perlakuan terhadap anak
akan lain bilamana pandangan masyarakat
dalam melihat anak-anak hanya sebagai
asset tenaga kerja semata-mata. Disamping
itu, kesadaran hukum masyarakat belumlah
dapat diharapkan. KaTena masyarakat kita
masih  tergolong rendah  kesadaran
hukumnyam hal ini diperparah lagi dengan
rendahnya kesadaran hukum masyarakat
fertentu  (orangtua, pendidik, aparat,
birokrat, dan pejabat) yang merupakan
panutan anak pada umumnya.

5. ¥aktor Budaya

Salah  satu  faktor vyang sangai
mempengaruhi penegakan hukum adalah
budaya. Di Indonesia khususnya di lokasi
penelifian faktor im menjadi salah satu
faktor yang sangai dominan. Sebagai
contoh bahwa kedudukan aparat diartikan
sangai lebih tinggi dari tersangka dan
masyarakat pada umumnya. Masyarakat
heranggapan bahwa apabila seseorang telah
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diadukan ke polisi dan dimuat dikoran
sebagai tersangka, maka yang
bersangkutan  dianggap bersalah® dan
‘erbentuklah opini negatif. Padahal ada
“emungkinan yang diadukan difitnah oleh
yang mengadu. Disamping itu, adanya
budaya surat kabar yang haus mencan
berita untuk mengejar target penjualan
dengan secara bombastis memperitakan
suatu kasus yang didapat dari sumnber yang
tidak jelas. Sehingga terbentuk opini bagi
yang diadukan/ difitnah. Hal ini sebagai
akibat pers yang tidak terlebih dahulu
melakukan cek dan ricek, menjadi pers
yang tidak bertanggung jawab. Schingga
apa yang dilakukan aparat selalu benar dan
tersangka dalam keadaan secara psikologis
dibawah dan tertekan. Pada hal baik
tersangka, maupun aparat mempunyai
ccdudukan yang sama.  Dalam hukum
dikenal dengan asas praduga tidak bersalah
2v aresumption of innocent, yang artinya
seseorang 1tu belum dianggap bersalah
sebelum  dijatuhkan vonis  yang
beikekuatan mengikat'®,

Satu hal yang barangkali dilupakan
dalam masyarakat di Indonesia ini bahwa
yang paling dekat dengan anak adalah
founya.  Sehingga hubungan emosional
antaia ibu dengan anak sangat kental dan
dekat. Disamping itu, bahwa ibu dalam hal
i wenita lebih banyak waktunya dengan
anak semenjak anak tersebut dilahirkan.
Kenapa kita tidak memberdayakan para
Polist  Wanita untuk melayani para
iersangka  anak-anak  sehingga secara
cmosional mempunyai  hubungan  yang
lebih dekai.

O. taktor Ekonomi

Disamping  fakiorfakior  iersebut
dintes, sat lagh fakior yang sangat dan

Y Trevino. A Javier. The sociology of Law.1996.
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pokok yaitu faktor ekonomi. Barangkali
orang akan tersenyum, apapula gerangan
kaitan antara faktor ckonomi dengan
penegakan hukum. Namun, apabila kita
renungkan lebih lanjut bahwa faktor
ckonomi sangat dominan mempengaruhi
penegakan hukum dalam hal ini terhadap
perlindungan hak anak. Dalam Undang-
undang Nomor 3 tahun 1997 tentang
peradilan  anak bahwa dari tingkat
penyelidikan hingga rehabilitasi diperlukan
tempat dan fasilitas khusus.  Timbul
pertanyaan fasilitas dan penanganan khusus
sudah barang tentu memerlukan dana yang
cktra dibanding dengan pesakitan dewasa.
Timbul pertanyaan bilainana tidak ada
dananya mau dikemanakan anak ini.
Kalaupun  harus  dikembalikan ke
orangtuanya perlu biaya untuk biaya hidup
sehari-han. Jangankan untuk anak yang
terlibat tindak pidana, aparat dan petugas
dalam Sistem Peradilan Pidana yang
notabenenya pegawai negeri sipil, gaji
yang satu bulan hanya cukup untuk satu
hingga dua minggu. Bagaimana bisa
berpikir dan bertugas dengan baik kalan
masalah rumah tangga sendini saja tidak
cukup. Jadi sepanjang faktor ckonomi tidak
diperhatikan maka akan sangat sulit dan
mustahil perlindungan hak anak bisa
direalisir.

C. Perlindungan Hak Anak Dalam
Sistem Peradilan Pidanz Dimass
Yang Akan Datang

Perlindungan hak anak dalam Sistem
Peradilan Pidana khususnya dengan adanya
Undang-undang Pengadilan Anak maka
proses  penyidikan  sampai  dengar
pelaksanaan  puotusan  pengadilan  harus
mengacu pada Undang-undang Pengadilan
Anak tersebut.

Disamping itu ada hal yang perlu
diperhatikan yaitu perlu adanya Petunjuk
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Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tehnis
(Juknis) sebagai pegangan bagi aparat
kepolisian dalam melaksanakan tugas.
Tanpa hal tersebut maka aparat kepolisian
dilapangan akan menghadapi kendala yang
sanga besar. Karena diharuskan bekerja
tanpa dilengkapi landasan dan pegangan
yang jelas.

Sebaiknya perlu dipikirkan éara baru
terhadap penyelidikan dan penyidikan
terhadap anak dengan beberapa alternatif
antara lain yaitu: Penyidikan perkara anak
harus dilakukan oleh Polisi Wanita
(Polwan); Polisi Wanita  dalam
melaksanakan tugasnya tidak memakai
seragam dan yang memahami atau di
training IImu Psikologi Anak.

Tahapan Penyelidikan dan
penyidikan terhadap tersangka anak, yaitu :
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Apabila terjadi tindak pidana anak, rnaks
Polisi -Wanita selaku penyidik segera
memeriksa tersangka anak dalam ruang
khusus dan Tindak Pidana Anak Peristiwa
Tindak . Pidana Anak Peristiwa Tindak
Pidana Anak membuat Berita Acara
Pemeriksaan. Polisi Wanita tidak harus
memakai seragam schingga anak merasa
lebih tenang dan tidak takut terhadep
petugas dan juga tidak kalah pentingnya
adalah penguasaan Ilmu Psikolgi Anak,
sehingga diketahui keadaan kejiwaan anak
dan menerapkannya. Berikut ini dapat
dilihat gambar penyidikan/jalur berkas
pemeriksaan terhadap anak baik oleh sub
sistem Kepolisian/Penyidik, Kejaksaan/
Penuntut Umum, Pengadilan/ Hakim, dan
Lembaga Pemasyarakatan (Gambarl).

Gambar 1, Tahapan Penyidikan Tersangka
Anak Dimasa Yang Akan Datang

Penyidik / Majelis
Polisi Hakim
Wanita Wanita  |g—r
A
Peristiwa
Tindak Anak
Pidana [~ (Tersangka)
Anak
i Lembaga
N Pemasyar .
akatan ’
, khusus
Jalur Berita 4 analk
Acara /berkas Penuntug —p
Pemeriksaan Urnum/
Jaksa <
Wanita
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Kesimpulan

Dari pembahasan diatas terijhat
bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  di
winiesia merupakan  Sistem  Peradilan
Pidana tidak terpadu (Non Integrated
Criminal Justice System). Hal ini terlihat
bahwa institusi di dalam sub Sistem
Peradilan Pidana mempunyai visi, misi dan
tujuan berbeda sesuai dengan kepentingan
institusi dan individu.

Perlindungan hak anak dalam tahap
penyidikan berorientasi pada kepentingan
hati depan anak, karena anak yang
melakukan kejahatan pada akhirnya harus
diperbaiki kembali sifat, tingkah laku,
Londisi, jiwa dan alam pikirannya.

Perlindungan hak anak dalam tahap
penyidikan dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain Faktor Hukum/
Perundang-undangan;  Faktor  Penegak
“Tukuin/Petugas
vaktor  Sarana/Fasilitas; Faktor Kesadaran
rnlnm Masyarakat; Faktor Budaya; Faktor
Flzonomi. '

Penyidik yang melakukan penyelidi-
kan dan penyidikan terhadap anak yang
diduga terlibat tindak pidana di masa yang
ikan datang diharapakan ditangani oleh
aparat yang lebih professional antara lain:

“veyelidikan dan penyidikan terhadap anak

, mo melakukan tindak pidana sebaiknya
dilakukan oleh Polisi, Wanita. (Polwan)
scbagai penyidik anak, Polisi Wanita dalara
melakukan pemeriksaan diharuskan tidak
wemakat seragam serta Polisi Wanita yang
iemahami IImu Psikologi Anak.

Pendekatan penyelidikan  dan
penytdikan dimasa yang akan datang lebih
monekankan pada pendekatan manusiawi,
sehingga bilamana Polisi Wanita menyidik
petkara anak  peraeriksaan  diharuskan
dalam ruangan khusus dengan
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mempergunakan Ilmu Psikologi Anak akan
diketahui betul keadaan kejiwaan anak,
sehingga pemeriksaan dapat berjalan
dengan baik, karena “anak adalah anak”.
Oleh sebab itu terhadap mereka tidak dapat
disamakan dengan orang dewasa .dalam
memikul tanggung jawab. Disamping itu
perlunya peningkatan kesejahteraan bagi
aparat maupun petugas dalam sub Sistem
Peradilan Pidana. Tanpa didukung oleh
faktor ekonomi yang cukup, dapat
disimpulkan perlindungan terhadap hak
anak hanya akan merupakan cita-cita
belaka dan dalam kenyataannya tidak lebih
merupakan lip service saja.
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